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The rules that have been agreed upon in the 

WTO Agreement cover various matters or fields. 

One such agreement is subsidies and 

countervailing measures. The rules regarding 

subsidies and reward actions are actually one of 

the six main rules produced by the Tokyo 

Round. each signatory country must notify all 

subsidies, including all forms of income and 

price support, which affect directly or indirectly 

on increasing exports of all types of products or 

reducing imports of all types of products into 

the territory of Indonesia. Implementation of 

Subsidy Arrangements in International Trade in 

Indonesia is regulated through Government 

Regulation Number 34 of 1996 concerning 

Antidumping Duties and Compulsory Import 

Duties. These rules are in accordance with the 

applicable provisions, but related to cases that 

occurred in Indonesia, especially in the 

settlement of export subsidy disputes, this is not 

regulated in the SCM Agreement. The 

settlement of the dispute is regulated in Article 

XXII and Article XXIII WTO Article XXII in the 

GATT agreement requires the parties to resolve 

their disputes through bilateral consultations. 
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Aturan-aturan yang telah disepakati dalam 
Persetujuan WTO meliputi berbagai hal atau 
bidang. Salah satu kesepakatan tersebut yaitu 
subsidi dan tindakan imbalan (subsidies and 
countervailing measures). Aturan mengenai 
subsidi dan tindakan imbalan sebenarnya adalah 
salah satu dari enam aturan pokok yang 
dihasilkan Tokyo Round. setiap negara 
penandatangan harus menotifikasi semua 
subsidi, termasuk segala bentuk pendapatan dan 
dukungan harga, yang berpengaruh secara 
langsung atau tidak langsung pada peningkatan 
ekspor semua jenis produk atau mengurangi 
impor semua jenis produk ke dalam wilayah di 
Indonesia. Implementasi Pengaturan Subsidi 
dalam Perdagangan Internasional di Indonesia 
diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping 
dan Bea Masuk Imbalan. Aturan tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun 
terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di 
Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa 
subsidi ekspor tidak diatur di dalam SCM 
Agreement. Penyelesaian sengketa tersebut diatur 
dalam Artikel XXII dan Artikel XXIII WTO Pasal 
XXII dalam GATT agreement menghendaki para 
pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka 
melalui konsultasi secara bilateral. 
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PENDAHULUAN 
Pembentukan World Trade Organization (WTO) adalah untuk 

meningkatkan standar kehidupan, terpenuhinya lapangan pekerjaan yang luas, 

tumbuhnya pendapatan dan permintaan yang efektif; dan meluasnya produksi 

dan perdagangan baik barang maupun jasa. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut maka perlu dibuat aturan yang saling menguntungkan melalui 

pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta penghapusan 

perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan yang 

telah disepakati dalam Persetujuan WTO meliputi berbagai hal atau bidang. 

Salah satu kesepakatan tersebut yaitu subsidi dan tindakan imbalan (subsidies 

and countervailing measures). Aturan mengenai subsidi dan tindakan imbalan 

sebenarnya adalah salah satu dari enam aturan pokok yang dihasilkan Tokyo 

Round. Ketentuan ini dikenal sebagai subsidies code. 

Subsidi pada umumnya dianggap sebagai unfair practice di dalam 

perdagangan internasional, karena berpotensi mengeliminasi persaingan yang 

wajar dalam mekanisme pasar, melumpuhkan iklim usaha yang kompetitif, 

dan akhirnya mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan dagang yang fair. Di 

satu sisi, subsidi digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan 

kebijakan sosial ekonomi. Sasaran Anti Subsidi adalah praktek persaingan 

curang yang disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah negara 

eksportir, baik subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Pengaturan mengenai 

Anti Subsidi Sebelum Putaran Uruguay, subsidi diatur dalam Pasal VI dan XVI 

GATT 1994, namun pengaturannya tidak komprehensif bahkan tidak 

mendefinisikan konsep subsidi itu sendiri. Dalam Paragrap I Pasal XVI hanya 

dinyatakan bahwa setiap negara penandatangan harus menotifikasi semua 

subsidi, termasuk segala bentuk pendapatan dan dukungan harga, yang 

berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan ekspor 

semua jenis produk atau mengurangi impor semua jenis produk kedalam 

wilayahnya. 

Selanjutnya, kepada negara pemberi subsidi tersebut hanya diwajibkan 

untuk mendiskusikan tindakannya tersebut dengan negara pihak yang lain 

yang mengalami gangguan yang serius (serious damage) akibat pemberian 

subsidi tersebut. Pasca Putaran Uruguay, subsidi diatur dalam Pasal VI dan 

XVI GATT 1994 dan lebih khusus dalam Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures (SCM Agreement). 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Agrement on subsidies an Countervalling Measures, 

subsidi adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan 

pemerintah atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang melibatkan 
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penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan) 

kemungkinan pemindahan dan/atau kewajiban secara langsung (misalkan 

jaminan utang) atau pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar 

menjadi hapus atau tidak ditagih (misalkan intensif fiskal seperti keringanan 

pajak) atau penyediaan barang oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau 

pembelian barang atau pembayaran oleh pemerintah pada mekanisme 

pendanaan, disamping semua bentuk income dan free support juga merupakan 

subsidi bila tindakan itu menguntungkan. 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah 

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan, membentuk Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai 

otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sejak KADI dibentuk pada tahun 

1996, Indonesia belum memaksimalkan instrumen dan aturan Antidumping 

maupun subsidi, akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang 

adanya tindakan Antidumping dan imbalan yang dapat dijadikan sebagai 

instrumen perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil (unfair trade). 

Dalam tata hukum nasional, subsidi telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan.  

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dinyatakan bahwa 

Subsidi adalah: “(1) Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah 

atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, 

industri, kelompok industri, atau eksportir, atau; (2) Setiap bentuk dukungan 

terhadap pendapat atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak 

langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke 

negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi 

penerimanya.” 

GATT mengatur bentuk subsidi yang diperbolehkan, serta mengatur tata 

cara untuk melakukan investigasi dan menemukan aturan main untuk 

menangkal impor barang yang menerima jenis subsidi yang melanggar aturan 

GATT, seperti contoh kasus tentang persengketaan perdagangan antara 

Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. 

Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk 

ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana 
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yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries /COGSI tidak bisa 

berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual 

dengan harga yang lebih murah. 

Melihat kasus tersebut, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi 

produk-produk bersubsidi, diwujudkan dalam bentuk pengenaan bea masuk 

impor tambahan yaitu Bea Masuk Imbalan (BMI) atau Countervailing Duties 

(CVD). Tindakan Anti Subsidi yang berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan 

(BMI) atau Countervailing Duties (CVD) hanya dapat dilakukan jika memenuhi 

persyaratan substantif sebagai berikut: 

1. Adanya penentuan bahwa impor yang disubsidi telah terjadi. 

2. Adanya kerugian terhadap industry dalam negeri. 

3. Adanya hubungan kausal antara impor yang disubsidi dengan kerugian. 

Masalah subsidi merupakan sebuah persoalan yang sangat menarik untuk 

dikaji, apalagi bagi negara-negara yang melakukan praktek subsidi yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pengaturan subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi 

yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti 

meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pengaturan subsidi telah menjadi bagian 

penting dalam kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas harga, mendorong 

pertumbuhan sektor-sektor tertentu, dan memberikan perlindungan sosial 

kepada kelompok masyarakat yang rentan. Kajian teori siangkat ini bertujuan 

untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang pengaturan subsidi di 

Indonesia.Tujuan dilakukannya subsidi adalah Menganalisis tujuan ekonomi 

yang ingin dicapai melalui pengaturan subsidi, seperti mencapai stabilitas 

harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan 

sektor tertentu. Mendiskusikan tujuan sosial dan lingkungan yang mungkin 

menjadi pertimbangan dalam pengaturan subsidi di Indonesia. 

Tujuan-tujuan kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sektor yang diberi 

subsidi. Berikut adalah beberapa contoh tujuan yang umum terkait dengan 

kebijakan subsidi dalam ketiga perspektif tersebut 

1. Perspektif Ekonomi: 

a) Meningkatkan daya saing industri: Subsidi dapat digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor-sektor tertentu dalam 

ekonomi. Dengan memberikan insentif keuangan kepada perusahaan 
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atau sektor yang strategis, subsidi dapat membantu meningkatkan 

produksi, inovasi, dan efisiensi operasional. 

b) Mendorong investasi: Kebijakan subsidi dapat menarik investasi baik 

dari dalam maupun luar negeri. Subsidi yang ditujukan untuk 

mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dapat 

menciptakan peluang investasi yang menarik dan mendorong 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

c) Mengatasi ketimpangan regional: Subsidi dapat digunakan untuk 

mengatasi ketimpangan regional dalam pengembangan ekonomi. 

Dengan memberikan subsidi kepada daerah yang tertinggal, 

pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata 

di seluruh wilayah. 

2. Perspektif Sosial: 

a) Meningkatkan akses terhadap barang dan layanan penting: Subsidi 

dapat digunakan untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap 

barang dan layanan penting, seperti pangan, pendidikan, perumahan, 

atau kesehatan. Hal ini membantu melindungi kelompok masyarakat 

yang rentan secara sosial dan ekonomi. 

b) Mengurangi kemiskinan: Subsidi yang ditargetkan kepada kelompok 

masyarakat yang miskin dapat membantu mengurangi tingkat 

kemiskinan. Misalnya, subsidi pangan atau bantuan sosial dapat 

memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

c) Mendorong inklusi sosial: Subsidi dapat digunakan untuk mendorong 

inklusi sosial, seperti subsidi transportasi untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah atau subsidi energi untuk mengurangi beban 

biaya energi bagi rumah tangga miskin. 

4. Perspektif Lingkungan: 

a) Mendorong penggunaan energi terbarukan: Subsidi dapat digunakan 

untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah 

lingkungan. Dengan memberikan insentif finansial kepada sektor energi 

terbarukan, pemerintah dapat mempercepat transisi menuju energi 

bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

b) Mendorong penggunaan teknologi hijau: Subsidi dapat digunakan 

untuk mendorong penggunaan teknologi hijau dan ramah lingkungan 

dalam sektor-sektor industri tertentu. Hal ini membantu mengurangi 
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dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong inovasi teknologi 

yang berkelanjutan. 

c) Meningkatkan keberlanjutan lingkungan: Subsidi dapat diberikan 

dengan syarat tertentu yang berhubungan dengan keberlanjutan 

lingkungan. 

SCM Agreement, yang merupakan singkatan dari Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures, adalah salah satu perjanjian yang 

tercakup dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini 

dirancang untuk mengatur praktik subsidi dan langkah-langkah 

pengimbangan dalam perdagangan internasional. 

Tujuan utama SCM Agreement adalah mendorong perdagangan yang 

adil dan seimbang antara negara-negara anggota WTO dengan mengatur 

penggunaan subsidi oleh pemerintah. Subsidi dapat memberikan keuntungan 

kompetitif yang tidak adil kepada produsen dalam negeri, sehingga 

mengganggu persaingan internasional. 

SCM Agreement mengidentifikasi tiga kategori subsidi yang dilarang: 

a. Subsidi yang bergantung pada kinerja ekspor: Subsidi ini diberikan 

langsung kepada produsen berdasarkan volume, nilai, atau proporsi 

ekspor. 

b. Subsidi yang merugikan produsen dari negara lain (subsidi kounter): 

Subsidi ini diberikan kepada produsen dalam negeri dengan tujuan untuk 

mengimbangi atau merugikan produsen dari negara lain. 

c. Subsidi yang menyebabkan kerugian serius: Subsidi ini menyebabkan 

kerugian serius bagi negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan 

dengan negara pemberi subsidi. 

 

Jika negara-negara lain menganggap ada praktik subsidi yang 

merugikan mereka, mereka dapat mengambil tindakan pengimbangan untuk 

melindungi produsen domestik mereka. Tindakan pengimbangan dapat berupa 

pengenaan bea masuk tambahan terhadap produk yang dianggap terkena 

dampak dari subsidi tersebut. 

Negara-negara anggota WTO diharuskan untuk memberikan 

pemberitahuan mengenai subsidi yang mereka berikan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi dan memungkinkan negara-negara lain untuk 

mengevaluasi dampak dari subsidi tersebut terhadap perdagangan 

internasional. 
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SCM Agreement memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur 

praktik subsidi di dunia perdagangan internasional. Perjanjian ini membantu 

mencegah terjadinya distorsi dan ketidakadilan dalam persaingan 

internasional, memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan 

seimbang. Dengan demikian, perjanjian ini berkontribusi pada pembentukan 

lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan transparan, yang bermanfaat 

bagi semua negara anggota WTO. 

SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing 

Measures) adalah salah satu perjanjian yang tercakup dalam kerangka 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). SCM 

Agreement dibentuk untuk mengatur praktik subsidi yang dapat 

mempengaruhi perdagangan internasional. Adanya perjanjian ini memberikan 

kerangka kerja yang jelas untuk negara-negara anggota dalam mengatur dan 

memantau penggunaan subsidi. 

Tujuan lain dari SCM Agreement adalah membentuk kerangka hukum 

yang jelas dan transparan untuk mengatur penggunaan subsidi oleh negara-

negara anggota WTO. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan 

yang adil dan mengurangi distorsi perdagangan yang disebabkan oleh subsidi 

yang tidak adil.  

Mencegah Distorsi Perdagangan: Salah satu tujuan utama SCM 

Agreement adalah untuk mencegah distorsi dalam perdagangan internasional 

yang diakibatkan oleh praktik subsidi yang tidak adil. Distorsi tersebut dapat 

merugikan negara-negara mitra dagang dan merusak keberlanjutan sistem 

perdagangan multilateral. 

Mendorong Keadilan dan Transparansi: SCM Agreement bertujuan 

untuk mendorong keadilan dan transparansi dalam pengaturan subsidi. 

Dengan adanya peraturan yang jelas, negara-negara anggota diharapkan dapat 

mengimplementasikan kebijakan subsidi yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian ini, sehingga meminimalkan kesenjangan dan 

ketidakpastian dalam perdagangan internasional. 

Mendorong Keseimbangan dalam Perdagangan: SCM Agreement juga 

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perdagangan internasional 

dengan memberikan mekanisme penyeimbangan (countervailing measures). 

Mekanisme ini memungkinkan negara-negara yang merasa dirugikan oleh 

subsidi tidak adil dari negara lain untuk mengambil tindakan penyeimbangan 

yang sesuai. 



Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) 
Vol. 2, No. 4, 2023: 301 - 314                                                                                           

  309 
 

Memberikan Kepastian Hukum: Salah satu tujuan penting dari SCM 

Agreement adalah memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota. 

Dengan memiliki kerangka peraturan yang jelas, negara-negara anggota dapat 

memahami dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pengaturan subsidi, 

sehingga mendorong stabilitas dan kepercayaan dalam perdagangan 

internasional. 

Secara keseluruhan, SCM Agreement bertujuan untuk mengatur 

penggunaan subsidi secara adil dan transparan, mencegah distorsi 

perdagangan yang tidak adil, serta menciptakan keseimbangan dan kepastian 

hukum dalam perdagangan internasional. 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

analisis kebijakan sebagai fokus utama. Mengumpulkan dan menganalisis data 

kualitatif yang terkait dengan pengaturan subsidi di Indonesia dan ketentuan 

dalam SCM Agreement. Pengumpulan data seperti dokumen kebijakan, 

peraturan, laporan, dan publikasi terkait pengaturan subsidi di Indonesia dan 

SCM Agreement. Teknik Analisis yang digunakan adalah menganalisis data 

kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis) atau analisis 

tematik. Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul 

dalam data, seperti jenis-jenis subsidi di Indonesia, kepatuhan terhadap 

ketentuan dalam SCM Agreement, atau dampak pengaturan subsidi terhadap 

perdagangan internasional. Menginterpretasikan hasil analisis untuk 

memahami hubungan antara pengaturan subsidi di Indonesia dan ketentuan 

dalam SCM Agreement. Menganalisis temuan dan menyusun kesimpulan yang 

relevan dengan tujuan penelitian. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan subsidi dalam perdagangan internasional di Indonesia yaitu 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk 

Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Komisi Anti-Dumping Indonesia 

(KADI) didirikan berdasarkan surat keputusan menteri perindustrian dan 

perdagangan No.136/MPP/Kep/6/1996. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea 

Masuk Imbalan. 

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia 

merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur 

masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO 
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diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan 

internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-

negara anggota termasuk Indonesia. Persetujuan tersebut merupakan kontrak 

antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam 

pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh 

pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang 

dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia 

merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan 

Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 

Dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 

November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World 

Trade Organization”, dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, khususnya di dalam sektor-

sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Undang-undang ini sangat 

mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar 

negeri, khususnya ekspor nonmigas, yang merupakan pendukung utama 

pembangunan perekonomian nasional. Melalui keanggotaannya di WTO, 

Indonesia berharap dapat berperan serta dalam mendorong terwujudnya 

tatanan baru di bidang perdagangan internasional. Menjadi anggota WTO 

berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Disamping itu pula, WTO 

bukan hanya menciptakan peluang (opportunity), tetapi juga ancaman (threat). 

Peratifikasian aturan-aturan WTO kedalam undang-undang Indonesia 

secara tidak langsung sudah bisa dikatakan harus mengimplementasi aturan-

aturan tersebut, dan mesti menerapkannya dalam kancah perdagangan 

internasional. Namun pada kenyataannya dilapangan banyak para pengadaan 

barang dan jasa pemerintah yang membuat aturan main tersendiri dengan 

perjanjian yang mereka buat antar kesepakatan kedua belah pihak. Seperti 

contoh kasus antara Airbus dan Boeing, dan contoh kasus lainnya antara 

Indonesia dan Amerika Serikat mengenai persengketaan perdagangan udang 

Indonesia ke AS. Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai 

negara yang masuk ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para 

nelayan disana yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries /COGSI 

tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS 

karena dijual dengan harga yang lebih murah. 

Dari kedua contoh kasus sengketa diatas, apabila melihat aturan 

mengenai subsidi dan anti subsidi di Indonesia bahwa implementasi subsidi di 

Indonesia terkait kasus ekspor udang tersebut termasuk dalam bentuk subsidi 
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yang dilarang menurut ketentuan SCM Agreement, dimana subsidi ekspor disini 

adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan 

keuntungan kepada pasar luar negeri dengan memberikan keringanan-

keringanan seperti pengenaan pajak ekspor yang rendah. Sedangkan subsidi 

domestik dimaksudkan memberikan bantuan finansial kepada produsen untuk 

pasar domestik sehingga harga jual bisa rendah dari harga produksi, disisi lain 

harga pasar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat kasus diatas 

dimana timbulnya peningkatan daya saing yang berlebihan akibat adanya 

subsidi, akibatnya industri dalam negeri mengalami kerugian atau terancam 

mengalami kerugian yang berdampak pada menurunnya perekonomian.  

Terkait beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama dalam 

penyelesaian sengketa tidak diatur di dalam SCM Agreement. Tindakan yang 

harus dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah 

Anti Subsidi yang berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau 

Countervailing Duties (CVD). Hal ini diatur didalam Artikel VI yang mengatur 

mengenai Anti-dumping dan Tindakan Imbalan, dimana tindakan hanya dapat 

dilakukan apabila terdapat kerugian terhadap industry dalam negeri dan 

adanya hubungan kausal antara impor yang disubsidi dengan kerugian. 

Kemudian, pada Artikel XVI juga mengatur mengenai ketentuan yang 

mengatur bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih 

mempertahankan kebijakan subsidi termasuk memberikan bantuan pendapat 

dan harga (income and price support) yang diberikan secara langsung maupun 

tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi 

impor, harus dimotifikasikan terlebih dahulu ke Draff agreement on subsidies and 

countervailing measure yang nantinya akan disetujui oleh semua pihak dalam 

perundingan Uruguay Round ditujukan untuk menyempurnakan Agreement  in 

interpretation and application of article VI, XVI and XXIII yang dikenal sebagai 

Subsidies code. Prosedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO diatur 

dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Understanding on Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). (Artikel XXII dan XXIII 

GATT 1994 dan Artikel 4 DSU).  

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa di WTO, yaitu: (1) para pihak 

mencapai solusi melalui kesepakatan, khususnya selama tahap konsultasi 

bilateral, dan (2) melalui proses peradilan, termasuk pelaksanaan panel dan 

laporan Appellate Body (AB) secara berurutan, yang berlaku mengikat bagi para 

pihak setelah disahkan oleh DSB. Dalam hal tersebut, terdapat tiga tahapan 

utama dalam penyelesaian sengketa di WTO, yaitu: (1) konsultasi antara para 
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pihak, (2) peradilan oleh Panel atau AB, dan (3) penerapan putusan, termasuk 

kemungkinan tindakan balasan atau counter measures apabila pihak yang kalah 

gagal melaksanakan hasil putusan.  Pengaturan penyelesaian sengketa antara 

negara terdapat dalam pasal 22 dan 23 yang  memuat beberapa ketentuan, 

seperti dalam pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan sengketanya melalui konsultasi bilateral atas setiap persoalan 

yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian/ketentuan-ketentuan GATT. Pasal 

ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses konsultasi 

bilateral dapat diminta oleh salah satu pihak apabila sengketanya tidak 

mungkin diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral. 

Dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan AS, 

penyelesaian yang dilakukan kedua negara adalah secara bilateral, kasus ini 

belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. 

Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara 

bilateral. Dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia 

berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun dumping dan safeguard 

kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, pasal XXII dalam GATT 

agreement menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka 

melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan 

„pertimbangan simpatik‟ ('sympathetic consideration') terhadap setiap sengketa 

mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Dari segala 

tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui nvestigasi 

yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang 

dilakukan, akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas 

dari tuduhan subsidi tersebut. 
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Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang 

Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Aturan tersebut sudah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terkait dengan kasus-kasus yang 
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„pertimbangan simpatik‟ ('sympathetic consideration') terhadap setiap sengketa 
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